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P E N E T A P A N
NOMOR :  162/G/2010 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua   Pengadi l an   Tata   Usaha   Negara    Jakar t a ,  

yang   memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  

Usaha  Negara  yang  di l aksanakan  di  gedungnya  Ja lan  Sent ra  

Pr imer  Baru  Timur  Pulogebang  di  Jakar ta  Timur  ;  - - - - - -

-  Telah  membaca  sura t  gugatan  Para  Penggugat  te r t angga l  

11  November  2010,  yang  te lah  dida f t a r kan  pada  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

tangga l  11 November  2010  dalam reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

162/G/2010 /PTUN- JKT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Telah  membaca  sura t  permohonan  pencabutan  gugatan  

te r t angga l  30  November  2010,   da lam   reg i s t e r  perkara  

Nomor  :  162/G/2010 /PTUN- JKT. ,  yang  te lah  dia j ukan  oleh  

Kuasa  Hukum  Para  Penggugat  da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drs.  ONES JAKOB RAMANDEY, MM,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

ber tempat  t i ngga l  Ja lan  Urfas  

Waren  Kabupaten  Waropen,  Prov ins i  

Papua,  Peker jaan  :  Bupat i  Waropen 

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drs.  ZETH  TANATI ,  MM. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

bera lamat  d i  Kampung  Mambui  

Dis t r i k  Ura i f a i s e i ,  Kabupaten  

Waropen,  Prov ins i  Papua,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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peker j aan  :  Pens iunan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  ;  

da lam hal  in i  d iwak i l i  kuasanya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

NASRULLAH  ABDULLAH.,  S.H. ,  

MISBAHUDDIN  GASMA,  S.H. ,  SAMSUL 

HIDAYAT,  S.H. ,  SAMSUL HUDA,  S.H. ,  

dan   MONA    BIDYATI ,S .H . ,  

kesemuanya  

Hal  1 dar i  4 Penetapan  Nomor 162/G/2010/PTUN- JKT.
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Kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Advokat  pada  SN  Law 

Off i ce ,  bera lamat  di  E- Trade  

Bui l d i ng ,  6th  Floo r ,  Sui te  EF,  

Ja lan  Wahid  Hasy im  No.  55,  

Jakar ta  Pusat ,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus ,  tangga l  5  November  

2010  selan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .  PARA PENGGUGAT;

L      A     W      A      N  

1.  MENTERI  DALAM NEGERI  REPUBLIK  INDONESIA,    tempat  

kedudukan    d i  Ja lan  Medan 

Merdeka  Utara  No.  7  Jakar t a  

Pusat ,  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . .… . .…………...…

TERGUGAT I  ;  

2.  GUBERNUR PROVINSI  PAPUA,    tempat    kedudukan    d i  

Gedung  Negara ,  Ja lan  Tr i ko ra  Dok 

V  Atas ,  Jayapura ,  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  . .TERGUGAT I I  ;    

3.  KETUA DPRD KABUPATEN WAROPEN,    tempat    kedudukan  

di  Ja lan  SP.V  Ure i  Faise i ,  

Waropen,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . .……….. .…TERGUGAT I I I  ;  

4.  KOMISI  PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,    tempat  

kedudukan    d i  Ja lan  Inp res  Waren 

Urfas  di  Warepen  Waropen ,  

3
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se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i  ……….

…………...…TERGUGAT IV  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasa l  62  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  Para  Pihak  te l ah  dipangg i l  untuk  didengar  

kete rangannya    pada     har i    Rabu,    tangga l    1  

Desember  2010,    sehubungan

Hal  2 dar i  4 Penetapan  Nomor 162/G/2010/PTUN- JKT.

dengan  gugatan  yang  te l ah  dia jukan  te rhadap  obyek  sengketa  

a quo,  dan had i r  dar i  Kuasa  Hukum Para  Penggugat ,  Penggugat  

Pr ins i pa l  No.  2  ,  dan  Kuasa  Hukum Terguga t  I ,  sedangkan  

Tergugat  I I ,  Tergugat  I I I  dan  Tergugat  IV  t i dak  hadi r   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pengad i l an  te l ah  mener ima  sura t  dar i  

Kuasa  Hukum  Para  Penggugat  berupa  sura t  permohonan  

pencabutan  gugatan  perkara  Nomor  :  162/G/2010 /PTUN- JKT,  

te r t angga l  30  November  2010  yang  d i t e r ima  oleh  Pengad i l an  

Tata   Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  1  Desember  2010  

dalam  dismissa l  proses  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  76  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun  1986  jo .  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4
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Ayat  (1 )  :  Penggugat  dapat  mencabut  gugatannya  sebe lum 

Tergugat  member ikan  Jawaban  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )  :  Apabi l a  Terguga t  sudah  member ikan  jawaban  atas  

gugatan  i t u ,  pencabutan  gugatan  oleh  Penggugat  akan  

dikabu l kan  o leh  Pengad i l an  hanya  apabi l a  dise tu j u i  

Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pemer iksaan  masih  dalam 

proses  Dismissa l  sesua i  Pasal  76  Ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  

pencabutan  te rsebu t  t i dak  per lu  adanya  perse tu j uan  dar i  

p ihak  Tergugat ;  maka berdasarkan  sura t  permohonan   te r sebu t  

pencabutan  gugatan  dapat  d ikabu l kan ,  dan  memer in tahkan  

kepada  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  untuk  

mencore t  dar i  Buku  Regis te r  Perkara  yang  sedang  ber ja l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  biaya  yang  t imbu l  da lam  penetapan  

pencabutan  gugatan  in i  d ibebankan  kepada  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  yang  te l ah  

diubah  te rakh i r    dengan    Undang- Undang   Nomor    51 Tahun  

2009 ten tang  Perubahan  

Hal  3 dar i  4 Penetapan  Nomor 162/G/2010/PTUN- JKT.
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Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N E T A P K A N  :

Mengabulkan  permohonan  untuk  mencabut  gugatan  yang  

dia j ukan    o leh   Kuasa    Para  Penggugat   da lam  perkara  

Nomor  :  162/G/2010 /PTUN- JKT.  ;  -

Memer in tahkan  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  

untuk  mencore t   perkara  Nomor  :  162/G/2010 /PTUN- JKT,  

te rsebu t  dar i  Buku  Regis te r  Perkara  yang  sedang  

ber ja l an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Membebankan  biaya  yang  t imbu l  da lam pencabutan  gugatan  in i  

kepada  Para  Penggugat  Rp.  194.000 , -  (Sera tus  sembi l an  

puluh  empat  r i bu  rup iah )  ;  - - - - - - - - -

Di te tapkan  d i  :  Jakar ta

Pada Tangga l  :  1 Desember  2010

K E T U A,

H.  YODI MARTONO WAHYUNADI,  SH. ,  MH

Rinc ian  b iaya  perkara  :
1. Pendaf ta ran  
……………………………... . Rp.   30.000 ,00
2.

ATK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp   50.000 ,00
3. Panggi l an  …………………………………

Rp. 100. 000,00
4. Matera i  Penetapan  
Dismissa l  .………… Rp.     6.000 ,00
5. Redaks i  Penetapan  
Dismissa l  .……….. Rp.     5.000 ,00
6. Leges  Penetapan  
Dismissa l  .………….. Rp.     3.000 ,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rp. 194.000 ,00

                         ( Sera tus  sembi l an  puluh  empat  
r i bu  rup iah ) .     

Hal  4 dar i  4 Penetapan  Nomor 162/G/2010/PTUN- JKT.
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